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ABSTRAK 

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu unsur dalam Tridarma Perguruan Tinggi, telah 

dilaksanakan di aula Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan melibatkan 

partisipasi aktif dari 20 pelaku UMKM. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menambah pengetahuan UMKM 

dibidang perpajakan dan mendukung pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru, 

termasuk penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pelaporan 

SPT Masa PPN secara daring melalui situs resmi di alamat https://web-efaktur.pajak.go.id. Dengan adanya 

layanan ini, para pelaku usaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi perlu 

mengunjungi kantor pajak secara langsung untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Serta mempermudah 

UMKM untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak dimana pedagang eceran dapat mendaftarkan diri menjadi 

Pengusaha Kena Pajak. Adapun metodologi yang digunakan dalam peneltian ini dengan menggunakan 

Metodologi Participatory Action Research (PAR). Ada tiga tahapan prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian 

ini yaitu persiapan dan perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. 

 

 

Kata Kunci : Web E-Faktur, Pelaporan SPT PPN, PKP 

 

ABSTRACT 

Community service as one of the elements of the Tridharma of Higher Education, was carried out in the hall of 

Kota Pari Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency, and involved the active participation of 

20 MSMEs. The purpose of this activity was to increase MSME knowledge in the field of taxation and support 

the government in socializing the latest regulations, including the use of the web-based e-Invoice application. 

This application is designed to facilitate online reporting of VAT Periodic Tax Returns through the official 

website at https://web-efaktur.pajak.go.id. With this service, business actors with the status of Taxable 

Entrepreneurs (PKP) no longer need to visit the tax office in person to report their tax obligations. It also makes 

it easier for MSMEs to become Taxable Entrepreneurs where retailers can register as Taxable Entrepreneurs. 

The methodology used in this research uses the Participatory Action Research (PAR) Methodology. There are 

three stages of work procedures in this community service activity: initial preparation and planning, activity 

implementation and evaluation. 
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1. PENDAHULUAN 

Perpajakan adalah sumber pendapatan utama bagi negara, memfasilitasi pendanaan belanja publik 

dan mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, penerimaan pajak diperkirakan akan terus 

meningkat setiap tahunnya (Susilawaty & Azzahra, 2023b). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah 

melakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perubahan ini 
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terutama terfokus pada sisi penerimaan, pengeluaran, dan rencana penerbitan surat utang negara. 

Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang mengubah 

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

2023. Secara khusus, target total penerimaan perpajakan untuk tahun anggaran 2023 telah ditetapkan 

sebesar Rp2.118,34 triliun menurut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Ini menunjukkan 

kenaikan sekitar 4,58% dari target sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 103 

Tahun 2022, yakni sebesar Rp2.021,22 triliun (Aulia, 2023). 

UMKM mewakili sektor ekonomi yang signifikan dan berperan sebagai kontributor utama 

penerimaan pajak. Usaha mikro merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh 

individu atau badan usaha perorangan, yang secara karakteristik memenuhi kriteria sebagai usaha mikro 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 

1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peranan penting dalam 

kegiatan perekonomian. Baik berdasarkan jumlah UMKM di Indonesia ataupun PDB-nya yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun (Susilawaty & Azzahra, 2023a). Menurut data dari Kementerian Koperasi 

dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. UMKM ini memberikan 

kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%, setara dengan Rp8.573,89 

triliun. UMKM juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan mampu menyerap 97% 

dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi yang ada 

(Perpajakan, 2021). 

Pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas serta 

mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu 

kebijakan yang diterapkan adalah pemberian insentif fiskal melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan 

(PPh) Final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%, serta pembebasan PPh Final bagi pelaku usaha dengan 

omzet tahunan tidak melebihi Rp500 juta. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kemudahan bagi 

pelaku UMKM untuk memperoleh status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk memberikan 

akses bagi pedagang eceran untuk mendaftarkan diri sebagai PKP, sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha serta 

mendorong kapasitas UMKM untuk berkembang secara lebih optimal (Perpajakan, 2021). 

Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) menyediakan berbagai aplikasi berbasis elektronik untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. 

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah aplikasi e-Faktur berbasis web, yang memungkinkan 

pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan secara daring 

melalui situs resmi DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id. Dengan adanya fasilitas ini, Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) tidak lagi diwajibkan untuk hadir langsung ke kantor pajak, melainkan dapat menyampaikan 

laporan pajaknya secara mandiri dan efisien melalui platform digital yang telah disediakan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, faktur pajak diartikan 

sebagai dokumen bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas 

transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun pengertian faktur 

pajak elektronik (e-Faktur) diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

16/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak dalam Bentuk Elektronik, yang 

menyatakan bahwa e-Faktur merupakan dokumen perpajakan yang dibuat melalui sistem atau aplikasi 

elektronik yang ditetapkan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, PKP 

dituntut untuk memahami penggunaan aplikasi e-Faktur sebagai bagian dari kewajiban perpajakannya, 

guna menghindari sanksi administratif maupun denda atas keterlambatan pelaporan serta pembayaran 

PPN. Inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan 
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oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan mendorong tingkat 

kepatuhan wajib pajak (Susilawaty & Azzahra, 2023a; Junawan; Adiman, 2023; Rizkina et al., 2023; 

Sumardi, 2022; Rioni, 2023). 

Desa Kota Pari merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang menarik karena keunikannya yang 

belokasi diperbatasan langsung dengan Selat Malaka. Di antara pantai-pantai yang dimiliki Desa Kota 

Pari yang belum banyak dikenal oleh masyarakat adalah wisata mangrove, Pantai Wong Polo, dan Pantai 

Dua Rasa. Masyarakat di Desa Kota Pari tergolong dalam UMKM yang mana memiliki mata pencarian 

seperti nelayan, petani, pedagang,dll. Adapun produk yang dihasilkan masyarakat setempat yaitu Gula 

merah yang dibuat dari air deresan pohon kelapa dan terasi yang dibuat dari udang kecepai dengan aroma 

khas, Kedua produk ini masih diolah secara tradisional dengan metode yang turun temurun dari generasi 

ke generasi. Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan sebelumnya, serta sejalan dengan kebijakan 

pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha pelaku UMKM, maka 

dipandang perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi dengan topik Pelaporan SPT Masa PPN melalui 

Aplikasi Web E-Faktur sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di 

kalangan pelaku usaha. 

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman dan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang telah 

berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. Melalui edukasi dan pendampingan penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web, kegiatan ini 

bertujuan untuk mendorong literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha, memperkuat kepatuhan pajak, 

serta mendukung integrasi UMKM dalam sistem administrasi perpajakan digital. Selain itu, kegiatan ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha yang lebih formal, 

kredibel, dan berkelanjutan, sejalan dengan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan 

nasional melalui tridharma perguruan tinggi. 

2. METODE PELAKSANAAN  

Menurut (Rusli, Shahnaz Tiffany, 2022) Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu pendekatan 

strategis yang berfokus pada penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian akademik guna memberikan 

solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Metodologi dalam kegiatan pengabdian 

ini, sebagaimana dikemukakan oleh Rusli dan Shahnaz Tiffany (2022), berfungsi sebagai landasan 

konseptual dalam merancang serta mengimplementasikan program-program pengabdian yang efektif 

dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Melalui pengabdian masyarakat, para akademisi 

dan mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu metode penelitian partisipatif yang menekankan 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi serta penyelesaian permasalahan yang mereka 

hadapi. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan pemahaman 

masyarakat terhadap isu yang dihadapi, sekaligus mendorong terciptanya solusi yang lebih kontekstual, 

relevan, dan berkelanjutan 

Ada tiga prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian ini yaitu yang pertama berfokus pada persiapan 

dan perencanaan awal, di mana dilakukan survei langsung untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

ada di Desa Kota Pari. Yang kedua berfokus pada pelaksanaan yang dilakukan melalui pelatihan dengan 

metode ceramah. Dalam metode ini, pemateri menjelaskan dari teori, yaitu pengertian, dasar hukum, 

objek, subjek PPN dan PKP hingga prosedur perhitungan, pelaporan SPT masa PPN di aplikasi web e 
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faktur. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait sesuai dengan tema pengabdian 

ini.Yang ketiga adalah evaluasi dari setiap prosedurnya. 

3. HASIL DAN DAMPAK PELAKSANAAN 

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Desa Kota Pari yang tergolong kedalam UMKM, adapun peserta 

yang hadir pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 20 orang UMKM. Dalam rangka mendukung 

implementasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta mendorong 

pengembangannya ke arah yang lebih progresif, maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi 

dengan topik 'Pelaporan SPT Masa PPN melalui Aplikasi Web E-Faktur' sebagai bentuk fasilitasi 

pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ada tiga prosedur kerja dalam kegiatan 

pengabdian ini yaitu yang pertama berfokus pada persiapan dan perencanaan awal, di mana dilakukan 

survei langsung untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Kota Pari. Yang kedua berfokus 

pada pelaksanaan yang dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah. Dalam metode ini, pemateri 

menjelaskan dari teori , yaitu pengertian, dasar hukum, objek, subjek PPN dan PKP hingga prosedur 

perhitungan, pelaporan SPT masa PPN di aplikasi web e faktur. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan 

diskusi tanya jawab terkait sesuai dengan tema pengabdian ini.Yang ketiga adalah evaluasi dari setiap 

prosedurnya. 

Revolusi Industri 4.0 merujuk pada suatu fase transformasi industri yang ditandai oleh integrasi antara 

sistem siber dan teknologi otomatisasi guna meningkatkan efisiensi serta konektivitas dalam proses 

produksi.  Dengan kata lain, revolusi industri ini menerapkan teknologi cerdas yang dapat terhubung 

dengan berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga bisa disebut juga sebagai era serba digital 

(Susilawaty, 2023). Seperti yang kita ketahui, teknologi telah memengaruhi banyak aspek kehidupan. 

Yang dulunya semua kegiatan dilakukan secara offline, kini berbagai aktivitas dapat dilakukan secara 

online di dunia digital. Saat ini, pemerintah terus mengintensifkan berbagai inisiatif untuk 

mengimplementasikan sistem perpajakan digital. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah oleh 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menyediakan beragam layanan perpajakan berbasis elektronik 

guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi 

e-Faktur berbasis web (web based), yang difungsikan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui laman resmi https://web-efaktur.pajak.go.id. Melalui platform 

ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi diwajibkan untuk datang langsung ke kantor pajak, karena 

proses pelaporan dapat dilakukan secara daring. Selain itu, keberadaan aplikasi ini turut memfasilitasi 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh status PKP. Pedagang eceran, 

misalnya, kini dapat mendaftarkan diri sebagai PKP sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009. 

Pemerintah mengharapkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dukungan signifikan bagi pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan kelangsungan usahanya serta 

mendorong ekspansi usaha ke skala yang lebih besar (Perpajakan, 2021). Menurut Sekretariat KADIN 

Indonesia (2024), terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), antara lain: legalitas usaha melalui status badan hukum, peningkatan kredibilitas perusahaan, 

peluang kolaborasi dengan mitra bisnis skala besar, efisiensi dalam proses produksi, serta kontribusi 

terhadap penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menunjang efektivitas 

kebijakan ini, diperlukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-

Faktur, yang bertujuan untuk membantu PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan 

adanya kegiatan tersebut, diharapkan wawasan pelaku UMKM terkait aspek perpajakan dapat 

meningkat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha secara optimal. 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Pelatihan Pelaporan SPT Masa PPN telah 

berhasil dilaksanakan dengan capaian hasil yang menggambarkan kebermanfaatan nyata bagi mitra 

sasaran. Secara umum, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta yang terdiri dari 

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), aparatur kelurahan, serta tenaga administrasi 

keuangan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui metode kombinasi 

antara pemaparan materi dan praktik langsung menggunakan aplikasi e-Faktur serta e-SPT, peserta 

menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal ketepatan prosedural, pemahaman teknis, dan sikap 

positif terhadap kewajiban perpajakan. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain adalah 

peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan, efisiensi administrasi perpajakan di lingkungan usaha 

kecil, serta terciptanya kemandirian dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dari sisi institusi 

pelaksana, kegiatan ini memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, memperluas jejaring 

kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kontribusi akademisi dalam mendukung 

tata kelola perpajakan yang lebih baik di tingkat masyarakat akar rumput. 

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tahapan pertama yaitu dengan menyiapkan rencana 

dan survei ke tempat sasaran pengabdian dalam hal ini adalah Desa Kota Pari. Berdasarkan hasil 

observasi awal dan koordinasi dengan perangkat Desa Kota Pari, ditemukan permasalahan utama terkait 

pelaporan SPT Masa PPN, terutama di kalangan pelaku usaha dan aparatur yang memiliki kewajiban 

administrasi perpajakan. Desa Kota Pari mulai menunjukkan pertumbuhan kegiatan ekonomi 

masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan jasa, namun pemahaman mengenai tata cara pelaporan 

PPN masih sangat terbatas. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami ketentuan teknis pelaporan 

SPT Masa PPN secara elektronik, baik melalui aplikasi e-Faktur maupun e-SPT. Hal ini diperparah 

dengan belum tersedianya akses pelatihan atau pendampingan khusus mengenai kewajiban dan 

mekanisme pelaporan pajak tersebut. Ketidaktahuan ini berakibat pada risiko keterlambatan atau 

kekeliruan dalam pelaporan, serta potensi dikenakannya sanksi administratif oleh otoritas pajak. 

Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan di bidang 

perpajakan, yang perlu segera diatasi melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung. Oleh 

karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan solusi melalui pelatihan yang 

terstruktur, aplikatif, dan relevan dengan kondisi masyarakat Desa Kota Pari. 

Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan 

pada pelatihan pelaporan SPT Masa PPN yang dilaksanakan melalui metode ceramah sebagai 

pendekatan utama. Metode ceramah dipilih karena dinilai efektif untuk menyampaikan materi yang 

bersifat konseptual dan regulatif, khususnya dalam memperkenalkan dasar-dasar perpajakan, kewajiban 

pelaporan SPT Masa PPN, serta tata cara penggunaan aplikasi perpajakan elektronik seperti e-Faktur dan 

e-SPT. Pelatihan dilakukan secara tatap muka di balai desa dengan melibatkan peserta dari unsur pelaku 

UMKM, aparatur desa, serta masyarakat yang memiliki usaha skala kecil. Materi disampaikan secara 

sistematis oleh narasumber dari tim akademik, yang terdiri dari dosen dan tenaga ahli di bidang 

perpajakan. Dalam pelaksanaan ceramah, digunakan media presentasi dan modul pelatihan untuk 

membantu pemahaman peserta terhadap topik yang disampaikan. Di samping itu, sesi tanya jawab 

dilakukan secara interaktif guna mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan peserta secara langsung. 

Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum peserta diarahkan ke tahap praktik dan simulasi, karena 

pemahaman konseptual yang kuat akan mempermudah peserta dalam mengaplikasikan keterampilan 

teknis pada tahap selanjutnya. Tahapan ini juga didokumentasikan dalam bentuk foto seperti berikut ini 

: 
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Gambar 1. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

 

Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Materi Pengabdian Kepada Masyarakat 
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Gambar 3. Dokumentasi Partisipan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

Tahapan ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah evaluasi 

terhadap setiap prosedur yang telah dijalankan selama pelatihan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh 

untuk menilai efektivitas metode penyampaian materi, tingkat pemahaman peserta, serta kelancaran 

pelaksanaan teknis kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi formatif dan 

sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan selama proses pelatihan berlangsung melalui observasi 

langsung, diskusi terbuka, dan tanggapan peserta terhadap materi yang diberikan, sehingga 

memungkinkan tim pelaksana untuk melakukan penyesuaian metode di tengah kegiatan jika diperlukan. 

Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir kegiatan dengan menggunakan instrumen berupa 

kuesioner tertulis dan wawancara singkat guna mengukur tingkat pemahaman peserta serta 

mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan 

pemahaman peserta terhadap kewajiban dan prosedur pelaporan SPT Masa PPN, meskipun beberapa 

peserta masih memerlukan pendampingan teknis lanjutan untuk penerapan aplikasi e-SPT secara 

mandiri. Temuan dari proses evaluasi ini menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan program sejenis di 

masa mendatang dan menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melakukan refleksi kritis 

terhadap dampak kegiatan pengabdian secara akademik dan praktis. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kota Pari mendapatkan sambutan yang 

sangat positif dari warga, yang terlihat dari tingginya minat dan antusiasme mereka dalam mengikuti 

seluruh rangkaian pelatihan pelaporan SPT Masa PPN. Sejak awal sosialisasi kegiatan, warga 

menunjukkan ketertarikan yang besar, khususnya para pelaku usaha kecil dan aparatur desa yang selama 

ini belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dari 

jumlah peserta yang melebihi target awal serta partisipasi aktif selama sesi pelatihan berlangsung. Warga 

secara terbuka mengajukan pertanyaan, mendiskusikan kendala yang dihadapi dalam praktik pelaporan 

pajak, serta mengikuti simulasi penggunaan aplikasi perpajakan dengan penuh semangat. Antusiasme ini 

juga ditunjukkan dengan kehadiran penuh peserta hingga akhir kegiatan, serta permintaan dari beberapa 
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warga agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan materi lanjutan. Tingginya partisipasi 

dan keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kota Pari memiliki motivasi yang kuat untuk 

meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan administrasi perpajakan, dan bahwa pendekatan 

edukatif dari perguruan tinggi mendapat tempat yang baik dalam mendukung pemberdayaan masyarakat 

berbasis pengetahuan. 

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pelaporan SPT Masa PPN, 

warga Desa Kota Pari merasakan dampak yang positif dan nyata, khususnya dalam hal peningkatan 

literasi perpajakan dan keterampilan administratif. Para peserta pelatihan, yang sebagian besar terdiri 

dari pelaku usaha kecil dan aparatur desa, kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

kewajiban perpajakan, termasuk pentingnya pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Melalui materi yang disampaikan dan simulasi penggunaan aplikasi e-

Faktur dan e-SPT, peserta merasa lebih percaya diri dalam mengelola pelaporan pajak secara mandiri. 

Selain itu, kegiatan ini juga membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap 

peraturan perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam jangka 

pendek, hal ini mendorong peningkatan ketertiban administrasi pajak di tingkat desa, sementara dalam 

jangka panjang, diharapkan dapat menciptakan budaya sadar pajak yang lebih kuat di kalangan 

masyarakat. Dampak lainnya adalah terbangunnya hubungan kemitraan yang konstruktif antara pihak 

akademisi dan masyarakat Desa Kota Pari, yang membuka peluang untuk pengembangan program 

pendampingan lanjutan di masa mendatang. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pelatihan pelaporan SPT Masa PPN 

di Desa Kota Pari diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi 

juga bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan meningkatnya pemahaman 

dan kesadaran wajib pajak di tingkat desa, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan sukarela 

dalam pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk PPN, yang selama ini seringkali terkendala oleh 

minimnya pengetahuan dan keterampilan teknis. Hal ini berpotensi mendukung upaya pemerintah dalam 

memperluas basis pajak serta meningkatkan rasio penerimaan pajak secara nasional. Bagi DJP, kegiatan 

ini turut meringankan beban dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak skala kecil, karena 

adanya dukungan dari pihak akademik dalam melakukan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi model kolaboratif antara 

institusi pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan DJP dalam membangun budaya sadar pajak di 

masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem perpajakan nasional 

yang adil, transparan, dan berkelanjutan. 

Dalam jangka menengah hingga panjang, keberhasilan kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi 

dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak di daerah, 

terutama di wilayah pedesaan yang selama ini kurang terjangkau oleh program sosialisasi perpajakan 

formal dari pemerintah. Melalui dokumentasi hasil pengabdian ini, Direktorat Jenderal Pajak dan 

pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi 

masyarakat dalam pelaporan SPT Masa PPN, sehingga dapat merumuskan strategi edukasi yang lebih 

terarah dan tepat sasaran. Selain itu, keberadaan tim akademik sebagai mitra pelaksana kegiatan 

membuka peluang untuk membangun sinergi berkelanjutan dalam bentuk pendampingan reguler, 

pelatihan lanjutan, hingga penyusunan modul pembelajaran pajak berbasis kebutuhan lokal. Dampak 

positif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak secara administratif, tetapi juga 

memperkuat posisi DJP sebagai lembaga yang inklusif dan proaktif dalam membina wajib pajak di 

seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh, keberhasilan model pengabdian ini berpotensi direplikasi di 

desa-desa lain dengan karakteristik serupa, menjadikan program ini sebagai kontribusi strategis dalam 

mendukung reformasi perpajakan nasional melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. 
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4. KESIMPULAN 

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kota Pari yang diikuti oleh 20 orang UMKM, 

adapun metodologi yang digunakan dalam peneltian ini dengan menggunakan Metodologi Participatory 

Action Research (PAR). Ada tiga prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian ini yaitu yang pertama 

berfokus pada persiapan dan perencanaan awal, di mana dilakukan survei langsung untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Kota Pari. Yang kedua berfokus pada pelaksanaan yang 

dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah. Dalam metode ini, pemateri menjelaskan dari teori 

, yaitu pengertian, dasar hukum, objek, subjek PPN dan PKP hingga prosedur perhitungan, pelaporan 

SPT masa PPN di aplikasi web e faktur. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait 

sesuai dengan tema pengabdian ini.Yang ketiga adalah evaluasi dari setiap prosedurnya. Untuk 

pengabdian selanjutnya agar dapat berkerjasama dengan bidang atau prodi lainnya seperti akuntansi 

karena dalam perpajakan tidak terlepas dengan bidang akuntansi sehingga kegiatan yang diberikan ke 

masyarakat lebih kompleks dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan baik 

dibidang perpajakan dan akuntansi. 
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